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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora ini bisa
tersusun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini merupakan pedoman Perencanaan Kinerja
Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan
misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yang
mempunyai visi “Sesarengan Mbangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing".

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat serta dapat digunakan
sebagai acuan peningkatan kinerja oleh seluruh aparatur Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Blora dan bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan
pelayanan pada tahun-tahun mendatang khususnya di Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Blora dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten

Blora pada umumnya.

WIYONO, M.Si
inaiTk. |
NIP. 19670610 199403 1 008




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang bersih dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Mewujudkan birokrasi yang profesional,
progresif, bersih dan akuntabel merupakan Misi Ketiga dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-
2026. Perencanaan pembangunan tahunan daerah harus disusun oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Perencanaan pembangunan yang baik akan menjadi arah
dalam pencapaian cita-cita pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perpres
nomor 29 tahun 2014 Bupati sebagai Penyelengara Pemerintah di daerah
berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (clean
government) dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Guna memenuhi kewajiban dimaksud maka Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Blora menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
2021 sebagai komitmen Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun.

B. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya yang tercermin dalam RPJMD periode lima tahun dan
dijabarkan dengan RKPD tiap tahun. Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021, Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penunjang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada Bab Il
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.




Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Blora pada Bab Il Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal

4, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

a.

Perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan:

Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan:

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;

Pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan; dan
Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

a.
b.

Kepala Badan;

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program Dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian:
Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai;:

Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Pegawai,
membawahkan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang, masing—masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Subbagian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan

Fungsional.




Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKD Kabupaten Blora
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BAB Il
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. Visi dan Misi

A.1. Visi

Visi adalah rumusan keadaan masa depan yang dicapai dengan
mendasarkan pada situasi dan kondisi yang ada. Visi menggambarkan arah
pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun, Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah
visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan
kepala daerah (pilkada). Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten
Blora tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

"Sesarengan Mbangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing” :

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan
melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.

Visi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga)

frase yaitu:
1. Sesarengan Mbangun Blora

Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan
yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan
secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh
potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh
masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan
mbangun warga secara rinci mengandung 3 (tiga) makna sebagaimana
berikut :

a. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai kebersamaan dalam

membangun antara pemerintah, swasta, dan rakyat.

b. Berkembangnya semangat kebersamaan dalam melaksanakan dan

mengisi pembangunan.

c. Berkembangnya semangat kebersamaan dalam memanfaatkan dan

merawat hasil pembangunan.

JIRENCANAKINERIA TAHUNAN|RET) BED EAB. BLORA



Sesarengan Mbangun Blora
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2. Unggul

Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik
dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi
lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang
dimiliki. Unggul secara rinci mengandung 2 (dua) makna sebagaimana
berikut :

a. Kondisi ekonomi masyarakat yang berkembang dan berdaya
berdasarkan potensi lokal.

b. Kabupaten Blora yang unggul di Tingkat Provinsi dan Nasional.

p— *
h

Kondisi ekonomi masyarakat . o KabupatenBlora yang unggul
yang berkembang dan berdaya 3 ﬁ ~ diTingkat Provinsi dan
berdasarkan potensi lokal - Nasional

R

b ¥

3. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk
bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan
komparatif dan kompetetif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing
secara rinci mengandung 2 (dua) makna sebagaimana berikut :

a. Kemampuan daerah dalam mengelola aset dan proses, daya tarik
dan agresivitas pada sektor ekonomi, social, dan budaya untuk
menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan
daerah guna menyejahterakan masyarakat.

b. Kemampuan daerah dalam mengembangkan lingkungan yang
produktif bagi bisnis dan inovasi yang berkelanjutan.

RENCANAKINERIA TAHUNANIRET) BED KABR BLORA TH 2023



Berdaya Saing
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A.2. Misi

Sesuai dengan visi . “Sesarengan Mbangun Blora, Unggul dan
Berdaya Saing”, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk
mewujudkan visi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akandilaksanakan untuk  mewujudkan visi. Perumusan misi
RPJMDKabupaten  Blora tahun  2021-2026  dilakukan  dengan
memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan
keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025.
RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-
2023

Visi Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing akan
ditempuh dengan 5 Misi berikut ini :

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan

berkarakter.

2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang
berkelanjutan.

3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.

4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.

5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan
membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan
kemiskinan.

Misi Rencaja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Blora memiliki keselarasan dengan

1. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Blora 2005-2025

2. Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024

3. Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Sebagai upaya untuk mendukung visi, misi tujuan, sasaran dan

kebijaksanaan Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil




Bupat terpilih, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora sesuai
dengan Renja Tahun 2023 yang akan disusun dan Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 — 2026 memuat
Program yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil
Bupati dalam upaya mencapai misi utamanya yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.
Berdasarkan visi dan misi pembanguan jangka menengah Tahun 2021-2026
tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah sebagai Organisasi
Perangkat Daerah mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yaitu Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Sebagai upaya untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran dan
kebijaksanaan Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil
Bupat terpilih, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora sesuai
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2023 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi
arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya
mencapai misi utamanya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dan secara substansial yang
mendukung Misi Nomor 3 yaitu -

"Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel”

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2021-2026 yang disusun setelah proses penyusunan RPJMD
merupakan  dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Blora dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia
aparatur yang dimiliki.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dan Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, dapat ditelusuri
dari sinkronisasi antara visi misi Pemerintah Kabupaten Blora dengan tujuan
dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, khususnya
terkait dengan Misi Ketiga , yaitu “Mewujudkan birokrasi yang profesional,
progresif, bersih dan akuntabel'. Berangkat dari misi tersebut, Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora menetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora yaitu Meningkatnya




Kompetensi dan Profesionalitas ASN, dengan Indikator Tujuan Indeks
Profesionalitas ASN. Dan Sasaran Badan Kepegawaian daerah Kabupaten
Blora adalah Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang baik dan
Profesional, dengan Indikator Sasaran Persentase Penempatan dan
Pengangkatan ASN sesuai Kompetensi,

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 - 2026 dalam mendukung Visi dan
Misi Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya Misi Ketiga : ‘Mewujudkan
birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel”, dengan program
pembangunan diantaranya:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia:
2. Program Kepegawaian Daerah.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang
berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan
daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara
efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan
nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari
segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting
dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan
mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai
dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam
sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari
upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten
Blora tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi
pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi
pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Arah
kebijakap Pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan dalam
RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 tahun berkenaan dan
dilaksanakan secara selaras, sinergis dengan pembangunan nasional yang
berpedoman pada dokumen RPJMN Tahun 2019-2024 terutama terkait isu

strategis, visi dan misi Presiden, sasaran pokok 7 agenda pembangunan,




dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMN, sedangkan untuk
Regional Jawa Tengah dengan memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi
Jawa Tengah tahun 2018-2023 terutama terkait permasalahan, tujuan dan
sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Banglor (Rembang
dan Blora) dan indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD
Provinsi Jawa Tengah serta mengantisipasi perkembangan dinamika
lingkungan strategis internal maupun eksternal (KLHS, Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan) dan keberlangsungan pembangunan pasca
pandemi covid-19 dengan mempertimbangkan keberkanjutan program
pembangunan yang masih relevan untuk percepatan pencapaian target

sasaran pembangunan.

» |Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023

Isu Strategis yang menjadi pertimbangan untuk penentuan prioritas
pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 adalah yang terdapat
pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun Isu Strategis tersebut
adalah :

it

. Kualitas daya saing, sumber daya manusia dan kesetaraan gender
2. Pemulihan ekonomi dan sosial
3. Infrastruktur dasar dan pengambangan wilayah
4. Kelestarian lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung
lingkungan
5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas wilayah
Pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu upaya
untuk meningkatkan kualitas daya saing. Permasalahan kesehatan dan
pendidikan merupakan hal berpengaruh pada SDM. Selain itu
pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek daya saing daerah
juga perlu mendapatkan perhatian serius. Demikian juga dengan penguatan
tata kelola pemerintahan yang baik menujju reformasi birokrasi merupakan
upaya untuk melakukan perbaikan kinerja aparatur dengan penyederhanaan
regulasi, reformasi struktural, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam
seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Transparan dan
efisien dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik bagi
masyarakat penataan kelembagaan sesuai kewenangan dan fungsi
sehingga terwujud birokrasi yang miskin struktur kaya fungsi, serta
pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik

terutama melalui inovasi peningkatan pelayanan.




» Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD (Tahun 2021-2026)

Pembangunan Tahun 2023 diarahkan pada: “Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah
serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan”. Prioritas pembangunan
tahun 2023 diarahkan pada:

1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

2. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelolalingkungan
hidup

3. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif

4, Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional
progresif, bersih dan akuntabel)

6. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat

Kondisi damai semakin meningkat bersamaan dengan makin
mantapnya kehidupan demokrasi yang ditunjukkan dengan mantapnya
pelembagaan demokrasi dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi,
non-diskriminasi dan kemitraan serta mantapnya peran masyarakat sipil
dalam proses pembangunan partisipatoris. Sejalan dengan itu kesadaran
dan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai
aspek kehidupan, berkembang makin mantap serta profesionalisme
aparatur daerah makin mampu mendukung pembangunan daerah.

Kesejahteraan rakyat makin membaik dan merata di seluruh wilayah
didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya kualitas dan relevansi
pendidikan dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang
efisien dan efektif dengan berbasis iptek. Meningkatnya derajat kesehatan
dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender,
kesejahteraan dan perlindungan anak, tercapainya pertumbuhan penduduk
yang seimbang dan disertai dengan mantapnya budaya dan karakter daerah
yang cerdas, beradab, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berorintasi pada
iptek yang memperkuat budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap
dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan
pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara
serasi, seimbang, dan lestari. Meningkatnya pengelolaan dan

pendayagunaan sumber daya alam yang dimbangi dengan upaya
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pelestarian fungsi lingkungan hidup didukung oleh meningkatnya kesadaran,
sikap, mental dan perilaku masyarakat, serta semakin mantapnya
kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di Kabupaten Blora,

Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan
makin mantapnya sektor pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis,
terpadunya sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan,
Jasa dan pariwisata serta pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan, makin mantapnya daya saing UMKM dengan didukung oleh
penerapan Iptek serta meningkatnya investasi daerah. Terpenuhinya
ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, makin selarasnya pembangunan
pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi,
produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam
kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang,
terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga
keberlanjutan fungsi dan pengembangan sumber daya air. Sejalan dengan
itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat.

Makin kuatnya budaya politik untuk mendukung pembangunan yang
aman, lancar dan berkesinambungan dengan dukungan partisipasi
masyarakat, menguatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan
katalisator pembangunan bidang sosial; menguatnya struktur politik yang
mampu memantapkan pelembagaan demokrasi sehingga hubungan
pemerintah dengan berbagai lembaga politik makin baik.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora berdasarkan arah
kebijakan tahun 2023 dalam RPJMD Tahun 2021-2026 masuk dalam arah
kebijakan nomor 4 yaitu Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora sendirn
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Bupati Urusan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud di atas dan pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora mempunyai

kebijakan strategi sebagai berikut :




Rencana Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

VISI . Sesarengan Mbangun Blora Unggul dan Berdaya Saing
MISI 3 : Mewujudkan birokrasi yang profesional progresif, bersih dan akuntabel
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan 1T Meningkatkan penyusunan kebutuhan
pemenuhan dan pengadaan ASN sesuai dengan
kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan
aparatur dan
penempatan i
aparatur sesuaj 2 M__alakukan F‘er_wllasan Kompetensi dan
dengan Uji Kompetensi ASN
kompetensi
yang dibutuhkan
Meningkatkan 1 Meningkatkan Kualitas
Kompetensi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
Aparatur dengan bagi pejabat struktural, Diklat
Mengoptimalkan Prajabatan bagi CPNS dan Diklat
Pelaksanaan Fungsional bagi ASN
Pendidikandan | 2 Meningkatkan Kualitas
Pelatihan penyelenggaraan Diklat Teknis bagi
Aparatur serta Aparatur Sipil Negara
Sosialisasi
Peraturan
Ezrdljann?anr?di 5 Melakukan fasilitasi _kagiatan sosialisasi
Bidang peraturan kepegawaian
Kepegawaian
yang berlaku
1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi
dan Kesejahteraan ASN
Meningkatnya LEWL_UH‘J"Y& Meningkatkan Mengoptimalkan Kinerja petugas yang
kompetensi anajemen | pelayanan 2 menangani Mutasi, Pensiun dan
dan Kepegawaian | gdministrasi Kenaikan Pangkat serta Karis, Karsu,
profesionalitas é::lg baik kepegawaian JKK, JKM, dan Taspen
ASN :
Profesional Memaksimalkan kinerja staf dan sering
3 melaksanakan koordinasi dengan BKD
Provinsi, BKN Regional dan BKN Pusat
1 Mengoptimalkan sumber daya aparatur
dalam menangani penyelesaian
Meningkatkan permasalahan kepegawaian
disiplin sumber Melaksanakan pembinaan
daya Aparatur 5 kepegawaian, yaitu dengan identifikasi
pelanggaran disiplin pegawai dan
penatapan hukuman disiplin
1 Mengoptimalkan updating data
Meningkatkan kepegawaian
ketertiban data ;
administrasi Memenuhi pengadaan sarana
kepegawaian 2 prasarana SIMPEG untuk mengupdate

data kepegawaian




» Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2023

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan seperti dalam tabel

berikut :
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2021-2026
MISI TUJUAN SASARAN
' Mewujudkan birokrasi | Meningkatnya Kompetensi | Terwujudnya
' yang profesional, dan Profesionalitas ASN Manajemen

| progresif, bersih dan
akuntabel

Kepegawaian yang
Baik dan Profesional




BAB lll

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Sasaran Srategis

Berdasarkan arah kebijakan Nasional, Prioritas Pem bangunan Propinsi
Jawa Tengah Tahun 2023, isu strategis Kabupaten Blora, prioritas dalam
RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021 - 2026 dan penelaahan pokok - pokok
pikiran DPRD Kabupaten Blora serta prioritas pembangunan daerah Tahun
2023, dan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil bupati
terpilih, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora perlu merumuskan
tujuan dan sasaran-sasaran strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan agar tujuan dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan
dengan misi yang ditetapkan.

Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora adalah
‘Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas ASN", dengan Indikator
Tujuan Indeks Profesionaliktas ASN. Untuk mendapatkan hasil nyata yang
lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora menjabarkannya dalam sasaran
strategis yaitu  Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Baik dan
Profesional.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
Kabupaten Blora Tahun 2021 tersebut, tertuang di dalam program dan
kegiatan sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari ;

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Fealisasi Kinerja SKPD
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari -

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Aset Tak Berwujud

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :




Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel|

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti
dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan

Fungsional

Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

3. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Pengelolaan Data Kepegawaian
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

b. Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari ;

Pengelolaan Promosi ASN
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

c. Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari -

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
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- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan dengan jelas dapat
menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

B. Indikator Kinerja

NO PRIORITAS PROGRAM INDIKATOR
| PEMBANGUNAN PRIORITAS KINERJA
1 Penguatan Program Pengembangan | Persentase
kualitas Sumber Daya Aparatur | Pengembangan Sumber
pelayanan publik Daya Manusia sesuai
dan tata kelola . pricritas Kebutuhan
pemerintahan Organisasi )
Program Kepegawaian Indeks Kepuasan ASN
' Daerah atas Pelayanan BKD

C. Rencana Tingkat Capaian ( Target )

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2023

Misi 3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel

Terwujudnya  Persentase Penempatan dan |
Manajemen ' Pengangkatan ASN sesuai % 78
Kepegawaian yang Kompetensi
Baik dan Profesional el
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BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2023 merupakan komitmen Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana
yang diharapkan semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2023 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman
perencanaan kinerja tahunan oleh masing-masing bidang yang ada di Organisasi
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Blora dalam melaksanakan Visi dan
Misi yang tertuang dalam RPJMD 2021 - 2026.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat memberl gambaran
kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora kepada pihak-pihak yang
berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Blora untuk bersama mencapai
cita-cita “Sesarengan Mbangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing’.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan

sebagiamana mestinya.

Blora, 31 Januari 2022

NIP. 19670610 1 94133 1008




RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2023

SASARAN "INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET _
1 2 i 3 i 4

URUSAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN ]

Misi 3 : Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel j

Terwujudnya ' |

Manai Persentase Penempatan
anajemen
| Kepegawaian yang

' Baik dan Profesional SRR TR e

| dan Pengangkatan ASN ‘ Yo 78
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